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ABSTRAK 

Isbat nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan pasangan suami 

istri di Pengadilan Agama yang sebelumnya telah melakukan pernikahan akan 

tetapi tidak memiliki akta nikah atau hilang. Tujuan isbat nikah adalah untuk 

memperoleh Akta Nikah sebagai bukti otentik yang diakui oleh Negara sesuai 

dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 7 ayat 1. Sehingga apabila ada pasangan suami istri sudah 

melakukan pernikahan akan tetapi belum memil buku Akta Nikah, maka ia berhak 

mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum 

Islam pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4). Akan tetapi apabila dicermati, dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa pasal mengenai isbat nikah yang 

multi tafsir, sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-

beda.  

Dalam penelitian ini, penyusun berusaha memaparkan rukun dan syarat 

isbat nikah, bagaimana Hakim dalam menangani kasus isbat nikah dan 

memaparkan isbat nikah menurut pandangan Haki-Hakim Pengadilan Agama 

Bantul. Dalm tuulisan ini juga menjelaskan posisi pencatatan perkawinan dalam 

Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 dan membahas pasal 7 ayat (3) yang spesifik 

membahas mengenai orang-orang yang boleh mengajukan isbat nikah. Jenis 

penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Sifat penelitian 

adalah deskriptif analitik, data diperoleh melalui wawancara, penulis 

mewawancarai Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah 

direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, pendekatan yang dipakai 

adalah normatif-yuridis yaitu berlandasan pada norma hukum islam dan Undang-

Undang yang berlaku di Indonesia. Adapun analisis data penyusun menggunakan 

analisis data secara kualitatif yaitu apabila data sudah terkumpul kemudian 

disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis. Adapun 

metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. 

Hasil penelitian adalah bahwa Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul 

sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun 

perkawinan adalah sah walaupun tidak memiliki Akta Nikah, sehingga orang yang 

melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan 

tetapi tidak mendaftarkan perkaawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) 

adalah sah dan dapat mengajukan isbat nikahkan di Pengadilan Agama. Isbat 

nikah adalah solusi bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah. 

Karena bukti nikah yang diakui oleh Negara adalah Akta Nikah. Akan tetapi 

walaupun demikian, Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul memberikan 

anjuran kepada setiap masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan 

untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena 

dalam Undang-Undang No. 1 Taun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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MOTTO 

 

 

 

“Man Jadda Wa Jada” 

Barangsiapa yang bersungguh - sungguh akan 

mendapatkannya 

 

 

“Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau 

kerjakan hari ini” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 05936/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

 ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 

 
Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Za’ 

Sin 

Syin 

 

 
Tidak dilambangkan 

b 

t 

 

ṡ 

j 

ḥ 

 

kh 

d 

 

ż 

r 

z 

s 

sy 

 

 
tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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 ص
 ض

 

 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 و
 ه
 ء
 ي

Sad 

Dad 

Ta’ 

Za 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

‘l 

‘m 

‘n 

w 

h 

’ 

y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap   

 

ة  د  د  ـع  ت  م    

  ة  ـد  ع   

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta’addidah 

‘iddah 

 

III. Ta’marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 



xiv 

 

 

 ة  م  ك  ح  

 ة  ي  س  ج  

 

ditulis 
 

ditulis 

 

hikmah 
 

jizyah 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 

 بء  ي  ل  و  ال   ة  ام  ر  ك  

 

Ditulis 

           

Karāmah al-auliya’ 

 

 

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 

 

 ر  ط  ف  ال   بة  ك  ز  

 

Ditulis 

           

zakātul fiṭri 

 

 

IV. Vokal Pendek 

 

__  َ__ 

__  َ__ 

 ____ 

 

 

fathah 

kasrah 

dammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 
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V. Vokal Panjang 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 Fathah + alif                          ة  ي  ل  اه  ج  
 

 Fathah +  ya’ mati                   ىس  ن  ت  
 

 Kasrah + ya’ mati                    م  ي  ر  ك  
 

Dammah + wawu mati        ض  و  ر  ف  

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

                      
ā   jāhiliyyah 

 
ā  tansā 

 
ī  karīm 

 
ū   furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Fathah + ya mati 

 م  ك  ن  ي  ب  

 

Fathah + wawu mati 

 ل  و  ق  

 

ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

 

au 

qaul 

 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 

 م  ت  و  أ  أ  

 ت   د  ـ  عأ  

 م  ت  ر  ك  ش   ه  ئ  ل  

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

‘u’iddat 

la’in syakartum 

 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a.  Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el) 
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 ن   ا  ر  الق  

 ش  ب ي  الق  

Ditulis 

Ditulis 

 

Al-Qur’ān 

                       

Al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 
 

 بء  م  الس  

 ص  م  الش  

 

ditulis 

ditulis 

                        

as-Samā’ 

 

Asy-Syams 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ض  و  ر  ف  ي ال  و  ذ  

 ة  ى  س  ال   ل  ه  أ  

 

ditulis 

 

ditulis 

 

Zawi al-furūḍ 

 

Ahl as-Sunnah 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan peran serta orang lain 

dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh 

orang lain, mempunyai keinginan berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain 

atau bersosial. Dalam kehidupannya manusia memiliki banyak kebutuhan yang 

harus di penuhi seperti kebutuhan biologis.Oleh karena itu Allah menciptakan 

makhluk di bumi berpasang-pasangan. 

Dalam dunia Islam pemenuhan biologis pada diri manusia harus melewati 

beberapa tahap.Manusia tidak bisa melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan 

biologis dengan seenaknya, karena dalam Islam ada unsur ibadah dalam 

pemenuhan kebutuhan biologis yaitu dengan melaksanakan perkawinan antara 

pria dengan wanita.
1
Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang 

Maha Esa.
2
Adapun nikah secara syar’i adalah akad yang membolehkan hubungan 

                                                           
1
Lihat manfaat dari pernikahan. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi 

Perbandingan UU Negara Muslim  Kontemporer, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 

24. 

 
2
Ibid., hlm 18.  
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intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, “mengawinkan” atau terjemahan 

keduanya.
3
 

Perkawinan adalah hubungan yang paling sempurna dalam kehidupan 

bersama. Tanpa adanya perkawinan hidup bersama hanya akan membuahkan 

kesenangan belaka tanpa mendapat kebahagiaan yang abadi. Allah SWT. 

berfirman: 

هقكى يٍ اَفسكى اشٔاجا نتسكُٕا انٍٓا ٔ جعم تٍُكى يٕدج ٔزدًح خٔ يٍ اٌتّ اٌ 
قهً 

اٌ فً ذنك 

 4لاٌت نقٕو ٌتفكسٌٔ

Selain sebagai bentuk ibadah kepada tuhan, perwakinan memiliki peranan 

yang sangat penting dalam masyarakat.Perkawinan merupakan suatu ikatan yang 

pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga.  Oleh karena itu al-

Qur’an menyebutkan bahwa hubungan suami istri adalah sebuah hubungan dan 

ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Dalam hal ini al-Qur’an 

memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh / 

teguh / kuat ( )يٍثاق غهٍظا  .
5
 

Khoiruddin Nasution Menyebutkan bahwa tujuan, manfaat atau hikmah 

dari pernikahan dilihat dari nash (hadist) minimal ada lima tujuan umum 

perkawinan, yakni (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih 

                                                           
3
Wahbah Zuhaili,Al-Fiqhu Asy-Syafi‟i Al-Muyassar, Terj.Muhammad Afifi, Abdul 

Hafiz,jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 449.  

 
4
Ar-Rūm (30) : 21  

5
 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1,(Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005), 

hlm. 24.  
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saying (sak na   ma a a   a ra ma ), sebagai tujuan utama dari perkawinan, 

(2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis, (4) 

menjaga kehormatan, (5) ibadah.
6
 

 ebelum terbentuknya  ndang- ndang yang mengatur hukum 

perkawinan, mayoritas masyarakat muslim Indonesia adalah penganut mad hab  

 alah satu mad hab yang paling banyak pengikutnya di Indonesia adalah 

mad hab as- y fi’i sehingga ketika melaksanakan pernikahan mereka akan 

mengikuti ajaran madzhab tersebut. Dari tiap-tiap ajaran madzhab tersebut 

memiliki ajaran-ajaran fikih yang berbeda-beda, begitu juga dengan rukun dan 

syarat perkawinan.Seperti contoh syarat dan rukun ajaran ulama as-syafi’i yaitu 

shighat, calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan wali
7
  edangkan ulama 

m lik yah mengatakan bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah suami, istri, 

wali, mahar dan shigat (ijab dan Kabul). 

Saat ini Negara Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam UU No.1 

Tahun 1974 dimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga 

perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 

kekuatan hukum,
8
 untuk lebih memperketat berjalannya Pasal 2 ayat (2) 

                                                           
6
Ibid., hlm. 38. 

 
7
 Wahbah Zuhaili,Al-Fiqhu Asy-Syafi‟i Al-Muyassar,jld-2,hlm. 453. 

 
8
 KHI Pasal 6 ayat (2), “ perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah 

tidak mempunyai kekuatab hukum”    
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perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah.
9
 

Demikian diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan.Hal ini karena manusia sebagai 

saksi tidak bisa lagi diandalkan, selain karena manusia bisa lupa, manusia juga 

akan mengalami yang namanya kematian, sehingga untuk menghindari terjadinya 

kerancauan maka di dibutuhkanlah sebuah alat untuk membuktikan terjadinya 

sebuah ikatan perkawinan yang tidak mudah hilang dalam perkembangan zaman 

yang dalam hal ini dibuktikan dengan Akta Nikah. 

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan antara lain: (1) memberikan 

kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun 

istri, (2) memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, (3) 

mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, (3) mengurus tunjangan keluarga bagi 

PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Suasta, (5) megurus warisan.
10

 

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, tujuan pencatatan 

perkawinan yang dilakukan di hadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 

adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.
11

 Akan tetapi tujuan pencatatan 

                                                           
9
Pada KHI pasal 7 ayat (1), “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah 

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”  

 
10

Wahyu Ernaningsih, Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undag-undang No. 

1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, esai PDF. 

 
11

 KHI Pasal 5 ayat (1), “Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap  perkawinan harus dicatat”   
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perkawinan  tidak berhenti disitu, karena muncul pro dan kontra mengenai fungsi 

dan kedudukan pencatatan perkawinan.
12

 

Akan tetapi dalam kenyataan dimasyarakat, tidak semua masyarakat 

mematuhi Undang-undang yang berlaku, masyarakat masih banyak melakukan 

perkawinan dengan tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau dalam hal ini 

Kantor Urusan Agama (KUA). Saat ini pelaku nikah sirri bukan hanya dilakukan 

oleh orang-orang kalangan kecil, akan tetapi juga dilakukan oleh masyarakat 

lapisan menengah keatas. Seperti pernikahan yang dilakukan oleh Angel Elga 

dengan penyanyi dangdut H. Rhoma Irama, Aida Saskia dengan almarhum 

KH.Zainuddin MZ, Macicha Mochtar dengan Moerdiono, Menteri yang menjabat 

sebagai Sekretaris Negara  di era Presiden Soeharto, Bupati Garut Aceng Fikri 

yang melakukana nikah sirri kilat,
13

 Syekh Puji, Farhat Abbas dan lain-lain. 

Dari beberapa kasus nikah sirri di atas tidak saja berhenti dengan begitu 

saja, akan tetapi dari kegiatan nikah sirri itu menimbulkan beberapa problematika 

yang sangat serius. Seperti kasus Macicha Mochtar yang mencari pengakuan atas 

anaknya dari hubungannya dengan Moerdiono yang akhirnya Mahkamah 

Konstitusi (MK) pada bulan Februari 2012 mengabulkan permohonannya, jum’at 

(17/02). Bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah 

biologisnya dengan syarat adanya hubungan darah antara anak dan ayah 

                                                           
12

 Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & 

Status perempuan Dalam Perundang-undangan  Perkawinan Muslim,  (Yogyakarta: Academia + 

Tazzafa, 2009), hlm. 353. 

 
13

 Bupati Aceng Langgar Sumpah http://nasional.news.viva.co.id/news/read/384772-

ma--bupati-aceng-langgar-sumpah-jabatan 22 nov 2015/ 13:17 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/384772-ma--bupati-aceng-langgar-sumpah-jabatan%2022%20nov%202015/
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/384772-ma--bupati-aceng-langgar-sumpah-jabatan%2022%20nov%202015/
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biologisnya dapat dibuktikanberdasarkan ilmu pengetahuan teknologi, atau 

dibuktikan yang diatur Undang-Undang.
14

 

Dalam masalah pencatatan perkawinan apabila perkawinan tidak dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan 

Agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  Pasal 7 ayat (2) 

yang berbunyi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 

dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun dalam pasal 7 ayat 

(3) berbunyi: 

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai 

hal-hal yang berkenaan dengan:  

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;  

b. Hilangnya akta nikah;  

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan;  

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974;  

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 “
15

 

 

Apabila dilihat dalam KHI Pasal 7 ayat (3) sendiri memiliki kelemahan 

dalam mempertegas pencatatan pekawinan.Dalam penjelasan Pasal 7 KHI 

berbunyi pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undag-undang Peradilan 

Agama,sehingga bisa dilihat bahwa tujuan dari diadakannya pasal mengenai itsbat 

nikah adalah untuk mengitsbat nikahkan orang yang menikah sebelum berlakunya 

                                                           
14

Dodi“Ayah Biologis Wajib Bertanggung Jawab!”,Majalah Konstitusi, Edisi Februari 

2012.hlm.6.http://www.mahkamahkonstitusi.go.id 22 Nov 2015/ 13:17 

 
15

 KHI Pasal 7 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/


7 
 

UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga menurut KHI Pasal 7 ayat (3) Huruf D 

pengajuan  itsbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah berlakunya UU No. 

1 Tahun 1974 adalah tidak bisa diproses di pengadilan. 

Akan tetapi, dalam huruf selanjutnya yaitu bunyi KHI Pasal 7 ayat (3) 

huruf E
16

 adalah pasal yang bisa dijadikan dasar bagi pasangan yang telah 

melakukan nikah sirri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama baik 

pernikahan sirri itu dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maupun 

pernikahan sirri yang dilaksanakan pasca diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 

dengan ketentuan sesuai dengan hukum Islam.
17

Sehingga dengan melihat isi KHI 

Pasal 7 ayat (3) huruf E akan menimbulkan sebuah permasalahan di masyarakat, 

dimana ada kemungkinan besar masyarakat akan meremehkan bunyi Pasal 2 ayat 

(2) UU No.1 Tahun 1974. Karena adanya peluang bagi pelaku nikah sirri 

membawadampak  permasalahan dari nikah sirri ke jalur hukum. 

Melihat kompleksitas yang ditimpulkan dari adanya undang-undang 

mengenai pencatatan perkawinan dan isbat nikah, penulis tertarik untuk meneliti 

isbat nikah dan nikah sirri yang ditimbulkan dari adanya undang-undang 

mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari sudut pandang Hakim Pengadilan 

Agama yang sekaligus sebagai salah satu penegak undang-undang di 

Indonesia.Berawal dari titik pokok permasalahan di atas penyusun tertarik untuk 

                                                           
16

 KHI Pasal 7 ayat (3) huruf E “ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 

 
17

 KHI Pasal Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 

sesuai  dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
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mengangkat bahan penelitian yang berjudul :Analisis Terhadap Pandangan 

Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul Tentang Isbat Nikah Dan Nikah Sirri.  

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun dapat 

merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul 

mengenai isbat nikah dan nikah sirri? 

2. Bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap pandangan Hakim-

hakim Pegadilan Agama Bantul mengenai isbat nikah dan nikah sirri? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama 

Bantul terhadap Isbat Nikah dan Nikah Sirri. 

2. Menjelaskan dari tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap 

pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai Isbat 

Nikah dan Nikah Sirri. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai 

isbat nikah. 
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2. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai urgensitas isbat nikah 

dalam memberantas nikah sirri. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka 

bertujuan untuk menguji keabsahan suatu penelitian, sehingga tidak ada lagi 

kekhawatiran bahwa permasalahan yang dibahas di skripsi sudah ada yang 

meneliti sebelumnya. 

Pertama “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”, dalam 

skripsi ini dibahas tentang prosedur, praktek, dasar huku, pertimbangan hakim, 

tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap itsbat nikah yang terjadi di 

Pengadilan Agama Wonosari.
18

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam 

skripsi penulis lebih menjelaskan secara global mengenai isbat nikah dan 

urgensitas isbat nikah menurut pandangan hakim. 

Kedua “Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama 

Kabupaten  leman Tentang Isbat Nikah”, dalam skripsi ini dibahas mengenai 

analisis secara yuridis dan normatif terhadap pandangan kyai-kyai Nahdlatu 

                                                           
18

 Ayu Ambarwati, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan  

Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”, Skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas 

 yari’ah dan Hukum  niversitas Islam Negeri  unan Kalijaga Yogyakarta, 2015  
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Ulama Kabupaten Sleman mengenai isbat nikah.
19

Perbedaan dengan skripsi 

penulis adalah di dalam skripsi penulis objek orang yang diwawancarai dan 

didalam skripsi penulis dibahas mengenai nikah sirri. 

Ketiga“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh 

Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 

0033/PDT.P/2012/PA WT )”,dalam skripsi ini dibahas mengenai pertimbangan 

hakim dan tinjauan hukum islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim 

mengenai Putusan Nomor : 0033/PDT.P/2012/PA. WT.
20

 Perbedaan dengan 

skripsi penulis adalah di dalam skripsi penulis lebih membahas mengenai isbat 

nikah dan nikah sirri secara umum dengan mewawancarai hakim Pengadilan 

Agama, tidak membahas mengenai studi putusan dari Pengadilan Agama. 

Keempat “ Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya 

Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel 

Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)” dalam skripsi ini dibahas mengenai 

praktik, landasan hukum dan dampak dari diadakannya itsbat nikah.
21

Perbedaan 

                                                           
19

 iti Musyarofah “Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama 

Kabupaten  leman Tentang Isbat Nikah”, Skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas  yari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

 
20

Akhmad Adib  tiawan ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah 

Oleh Pengadilan Agama Wates ( tudi Putusan Nomor : 0033/PDT P/2012/PA  WT )”, Skripsi 

tidak diterbitkan olehFakultas  yari’ah dan Hukum  niversitas Islam Negeri  unan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014. 

 
21

Maman Badru  aman” Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir 

Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel 

Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”, Skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas  yari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi penulis menjelaskan mengenai isbat 

nikah dan nikah sirri secara global dengan pandangan hakim Pengadilan Agama, 

tidak membahas mengenai dampak isbat nikah masal dengan menganalisis data. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
22

Pernikahan 

akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang 

positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahana itu sendiri.
23

 

Perkawinan memiliki beberapa aspek antara lain aspek hukum, sosial dan 

agama.
24

Aspek hukum tercermin bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”  

Sehingga sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu: (a) tidak 

dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, (b) ditentukan tata cara 

pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus 

dilangsungkan, dan (c) ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi 

kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kata 

“perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga penyelenggaraan 

perkawinan harus diketahui masyarakat luas. 

                                                           
22

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1… hlm 18. 

 
23

Slamet Abidin Aminuddiní”Fiqi  Munaka at” (Bandung: Pustaka Setia, 1999),hlm. 

9. 

 
24

Hasan Saleh, Zubair dkk, “Kajian Fiq  Naba i & Fiq  Kontemporer”  

(Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm.298-299. 
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Aspek sosial dalam perkawinan tercermin pada anggapan bahwa seseorang 

yang melaksanakan perkawinan berarti orang tersebut telah dewasa dan siap hidup 

mandiri, sehingga kedudukannya dimasyarakat dihargai  sepenuhnya. Adapun 

aspek agama dari perkawinan adalah perkawinan merupakan perkara yang “suci”  

Sehingga menurut agama islam perkawinan adalah sebuah ibadah. 

Pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 berbunyi: 

1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu. 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus 

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat 

keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah 

supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan.
25

 

Dalam masalah pencatatan perkawinan tidak ada nash dalam kitab al-

Qur’an  dan as-Sunah yang secara tegas memerintahkan pencatata perkawinan. 

Akan tetapi ada sejumlah nash yang memerintahkan pemberitahuan peristiwa 

pernikahan kepada masyarakat. Nash dimaksud antara lain: 

 

 

                                                           
25

http://konsultasi-hukum-online.com / 2013/ 05/ kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang 

pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/ 16 okt 2015 14:36 
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ددثُا أدًد تٍ يٍُع ددثُا ٌصٌد تٍ ْازٌٔ أخثسَا عٍسى تٍ يًٌٍٕ الأَصازي عٍ انقاسى تٍ 

أعهُٕا ْرا انُكاح ٔاجعهِٕ فً قال زسٕل الله صهى الله عهٍّ ٔسهى  يذًد عٍ عائشح قانت

قال أتٕ عٍسى ْرا ددٌث غسٌة دسٍ فً ْرا انثاب  انًساجد ٔاضستٕا عهٍّ تاندفٕف

ٔعٍسى تٍ يًٌٍٕ الأَصازي ٌضعف فً انذدٌث ٔعٍسى تٍ يًٌٍٕ انري ٌسٔي عٍ اتٍ 

 26أتً َجٍخ انتفسٍس ْٕ ثقح

قال: َا قٍس تٍ انستٍع، عٍ ددثُا يذًد تٍ عثد الله انذضسيً، قال: َا أتٕ تلال الأشعسي، 

أتً إسذاق، عٍ أتً تسدج، عٍ أتً يٕسى، عٍ انُثً صهى الله عهٍّ ٔسهى، قال:"لا َكاح إلا 

تٕنً، ٔشٕٓد". نى ٌقم فً ددٌث أتً إسذاق، عٍ أتً تسدج، عٍ أتً يٕسى: ٔشٕٓد إلا أتٕ 

27تلال الأشعسي، عٍ قٍس أتً يٕسى
 

Walaupun di dalam al-Qur’an tidak dijelaskan tentang pencatatan nikah 

namun dalam al-Qur’an dijelaskan mengenai pentingnya pencatatan dalam hal 

transaksi. 

28يُٕا ٳذا تد اٌُتى تدٌٍ ٳنى ٲجم يسًى فاكتثٌِٕٲٌٓا انرٌٍ أ
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya pencatatan dalam masalah 

hutang piutang. Sehinggaapabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang 

lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung dan sakral 

                                                           
26

 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, al-Sunan al-Tirmidz , Bab M  

  ‟a F  Iʻl n al-Nik h, No. 1009, Juz 4, hlm. 268. CD Maktabah Syamilah versi 3.44.  

 
27

 Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy al-Thabrani, al-Muʻj m al-Kab r, 

Bab  it ʻa  min al-Mafq d, No. 1634, juz 20, hlm. 192. Maktabah Syamilah versi 3.44. 

 
28

Al-Baqarah (2) : 282. 
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lebih utama lagi untuk dicatatkan,
29

artinya transaksi yang penting itu selain ada 

saksi haruslah adanya bukti berupa pencatatan.
30

 

Selain itu ada beberapa kegiatan dalam perkawinan yang menunjukan 

adanya keharusan pernikahan itu diketahui oleh masyarakat sekitar, seperti 

walimatul ursy yang salah satu tujuan diadakannya adalah sebagai tanda resmi 

adanya akad nikah.
31

 

Hukum fikih bersifat dinamis sesuai dengan tuntutan sosiologi, perubahan 

ratio-legis („illatul ukmi), dan pertimbangan kemaslahatan. Pada era kenabian dan 

ulama madzhab keabsahan pernikahan cukup dengan adanya calon suami, calon 

istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Namun, seiring perkembangan zaman 

dan merebaknya krisis moral di masyarakat yang antara lain ditandai dengan 

banyaknya penyelewengan praktek pernikahan yang mengakibatkan pelanggaran 

terhadap hak-hak perempuan dan anak, maka pencatatan perkawinan menjadi 

kebutuhan yang mendesak untuk melindungi hak dan kewajiban kedua mempelai 

serta anak.
32

 Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi 

                                                           
`
29

Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah : Analisis Maqashis asy- yariah” Musawa 

 urnal Stu i Gen er  an Islam” (Yogyakarta : PWS UIN Sunan Kaalijaga,2013),hlm. 225. 

 
30

 Ayu Ambarwati, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Hlm 14  

 
31

 Slamet Abidin Aminuddiní, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 

156. 

 
32

 Irwan Masduki, “Nikah  irri dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahsul 

Masail PWN  Yogyakarta” Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam” (Yogyakarta :  PSW UIN 

Sunan Kalijaga,2013),hlm. 191. 
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33انضسز ٌصال
 

Kaidah fiqhiyahnya ialah jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang 

dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya 

lebih ringan : 

34خفًٓاتازتكاتأ اعظًًٓا ضسزٳذا تعازض يفسدتاٌ زٔ عً أ
 

Selain berlandasan dengan kaidah fiqhiyah, pencatatan perkawinan juga 

tidak bertentangan dengan maqashid al-syari’ah yaitu menjaga agama, jiwa, 

keturunan, akal dan harta.
35

 

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau 

kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam masyarakat. Sebaliknya apabila 

perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan 

tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan 

hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan 

anak-anak. 
36

 

Senada dengan pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang 

merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum, Syekh Jaad al-Haq 

                                                           
33

Jalaluddin Abdurahman As-suyuti, Asybah wan-Naẓair, cet. Pertama (Beirut: Darur 

Kitab Al-ilmiyah,1983),hlm.154 

 
34

 Ibid.,hlm. 87 

35
 Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqas i  Syari‟a  Menurut Al syatibi  cet.pertama, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), hlm 71. 

 
36

Wawan Gunawan Abdul Wahid,“Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid…hlm. 225. 
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Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua 

kategori: 

1. Peraturan syara’ yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya 

sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh 

syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fikih. 

2. Peraturan yang bersifat tawsiqy yaitu peraturan tambahan yang 

bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi 

tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar 

sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat 

penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dariadanya 

upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
37

 

Indonesia mengatur tentang pencatatan pernikahan.Pencatatan pernikahan 

pertama diatur dalam UU No. 22/1964 yang kemudian diperkuat dengan 

munculnya UU No. 1/1974 yang berlaku secara nasional. 

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI)  menyebutkan: 

Pasal 6 

                                                           

37
Kaidah Fiqh tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian http: //konsultasi-hukum-

online.com /2013  / 05 / kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan – di – kua - dan 

perceraian-di-pengadilan-agama/ 16 okt 2015 14:36 

http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/
http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/
http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/


17 
 

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5
38

, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat 

Nikah. 

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawas Pegawai Pencatat Nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum 

pasal 7  

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktkan dengan Akta Nikah yang dibuat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Dalam hal dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta 

Nikah,dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama 

(3)  Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :  

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;  

b. Hilangnya akta nikah;  

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan;  

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974;  

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 “39
 

 

Tujuan dari diadakannya isbat nikah adalah sama dengan pencatatan 

perkawinan, yaitu agar perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum 

dimata negara, selain juga karena urusan administrasi. Walaupun dalam KHI ada 

beberapa alasan agar pengajuan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan 

Agama.Perkawinan dicatatkan karena dampak dari pernikahan sangatlah banyak 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan antara lain: (1) memberikan 

kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun 

                                                           
38

Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo 

Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 

 
39

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
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istri, (2) memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, (3) 

mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, (3) mengurus tunjangan keluarga bagi 

PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Suasta, (5) megurus warisan.
40

 

Sehingga dengan adanya Undang-undang yang mengatur pencatatan 

perkawinan tidak bertentangan dengan tujuan dan falsafah Negara Indonesia yaitu 

Undang-undang Dasar 1945. 

Salah satu qaidah fikhiyah mengatakan: 

 41تصسف الٳياو عهى انسعٍح يُٕط تانًصهذح

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan karya ilmiah termasuk skripsi harus ada metode 

penelitian, agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dengan 

maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni 

suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari sebagai 

                                                           
40

Wahyu Ernaningsih, Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undag-undang No. 

1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, esai PDF. 

 
41

Jalaluddin Abdurahman As-suyuti, Asybah wan-Naẓair...hlm.220. 
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suatu kasus.
42

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian 

dengan metode wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan 

Agama Bantul. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu pendekatan yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pandangan isbat 

nikah dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul secara 

umum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan isbat  nikah pandangan Hakim Pengadilan 

AgamaBantul dengan caramencari dan  mengumpulkan data. Adapun 

pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

a) Wawancara  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara (percakapan 

dengan maksud tertentu),
43

pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan kepada responden terlebih dahulu disusun serapi 

mungkin. Selain itu penyusun juga menggunakan wawancara 

bebas yang bertujuan untuk memberikan kebebasan berpendapat 

kepada narasumber mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

                                                           
42

 H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1995), hlm. 72. 

 
43

 Lex J. Moeloeong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2011), hlm. 186.  
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isbat nikah.Narasumber yang diwawancarai adalahhakim-hakim 

Pengadilan Agama Bantul. Pada awalnya peneliti akan 

mewawancarai semua hakim yang ada di Pengadilan Agama 

Bantu, akan tetapi karena ada alasan tertentu yang tidak bisa 

disebutkan, Kepala Pengadilan Agama Bantul hanya memberikan 

ijin kepada penulis untuk mewawancarai enam Hakim Pengadilan 

Agama Bantul sekaligus sebagai perwakilan dari hakim-hakim 

yang lain, sehingga peneliti hanya mewawancarai enam hakim 

yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul. 

b) Dokumentasi 

Penyusun menggunakan data wawancara sebagai bukti yang 

otentik dan mengambil catatan-catatan yang yang bersangkutan 

dengan objek penelitian di lapangan.Penyusun mengambil Hakim 

Pengadilan AgamaBantul. 

4. Pendekatan Penelitian 

Penyusun menggunakan pendekatan normative-yuridis untuk 

mendapatkan kebenaran. Normatif adalah pendekatan yang didasarkan 

hukum islam, sedangkan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan 

pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di indonesia. 

5. Analisis Data 

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan analisis data secara 

kualitatif,yaitu apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, 
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melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang 

logis.
44

Sedangkan metode penarikan kesimpulannya menggunakan 

metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari  

pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan 

khusu. Penalaran (pola piker) yang digunakan adalah secara induktif, 

yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus 

dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga 

menghasilkan kesiumpulan umum. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan terperinci penyusun 

mengambil lima bab dalam penyusunan ini. Adapun rinciannya sebagai beriku : 

Bab satu berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan latar 

belakang yang berisi ide awal bagi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan dari penelitian ini, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian 

yang digunakan dan sistem pembagasan. 

Bab dua berisikan beberapa sub bab tentang dasar hukum perkawinan yang 

didalamnya meliputi syarat dan rukun perkawinan menurut (UUP, KHI dan 

Fikih), kemudian dilanjutkan mengenai pengertian pencatatan perkawinan, 

pengertian isbat nikah, dasar hukum dan manfaat dari dilakukannya isbat nikah 

menurut hukum positif (Undang-undang perkawinan dan KHI). 

                                                           
44

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1980), 

hlm. 188. 
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Bab tiga membahas tentang sejarah Pengadilan Agama Bantul, biografi 

dan pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul  mengenai isbat nikah. 

Bab empat terdiri dari dua sub bab. Bab pertama mengenai Analisis yuridis 

pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang isbat nikah. Sub bab kedua 

mengenai Analisis normatif terhadap pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama 

Bantul mengenai itsbat nikah. 

Bab lima berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran 

sebagai tindak lanjut dari penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Isbat Nikah dan Nikah 

Sirri : 

a. Hakim sepakat bahwa isbat nikah adalah menikah ulangkan (menetapkan) 

perkawinan sah yang telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam akan 

tetapi tidak memiliki akta nikah atau akta nikah hilang, 

b. Hakim sepakat dengan pentingnya sibat nikah atau pencatatan perkawinan.  

Hakim memiliki alasan karena pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974,  

c. Hakim sepakat bahwa nikah sirri itu harus dihindari, karena dapat 

menimbulkan kemadlaratan. 

2. Analisis normatif dan yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Bantul tentang isbat nikah dan Nikah Sirri : 

a. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul setuju dengan adanya isbat nikah 

atau pencatatan perkawinan, karena dengan adanya pencatatan perkawinan 

akan menghilangkan kemadharatan yang timbulkan oleh nikah sirri sesuai 

dengan kaidah : 
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1الضزر يزال
 

Hakim sepakat bahwa sebagai warga Negara kita harus patuh pada 

aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana firmaan Allah : 

2يٲ يهّا الذّين ءامنىا أطيعىا الله و اطيعىا الزّسىل وٲولى الٲمز منكم... الخ
 

Dengan demikian, adanya pencatatan perkawinan adalah bentuk 

pembaharuan peraturan perkawinan yang sebelumnya tidak ada aturan 

pencatatan perkawinan.   

b. Hakim Pengadilan Agama Bantul sepakat dengan pentingnya isbat nikah 

atau pencatatan perkawinan, hal ini karena dengan adanya isbat nikah atau 

pencatatan perkawinan negara bisa mengontrol sah tidaknya suatu 

perkawinan dan melindungi kewajiban dan hak masing-masing anggota 

keluarga. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) 

poin c “Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan dan pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan 

dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jalaluddin Abdurahman As-suyuti, Asybah wan-Naẓāir…hlm.154.. 

 
2
 Q.S.an-Nisā’ (4): 59 
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B. Saran 

1. Hakim Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memutuskan kasusu isbat 

nikah, karena tidak mustahil terjadi manipulasi demi dikabulkannya isbat 

nikah, 

2. Sudah seharusnya ada sosialisasi dari pihak yang berwajib mengenai Undang-

undang perkawinan kepada masyarakat, 

3. Harus adanya kerjasama antara Kantor Urusan Agama dengan tokoh agama 

agar tokoh agama bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya 

pencatatan perkawinan, memberikan nasehat kepada masyarakat yang 

melakukan nikah bahwah tangan agar segera mengajukan isbat nikah. 

4. Untuk kedepannya semoga masyarakat Bantul sadar akan pentingnya 

pencatatan perkawinan sehingga tidak terjadi lagi nikah dibawah tangan.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



I 

 

Lampiran 1 

Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana pandangan Hakim mengenai pencatatan perkawinan? 

2. Dimana posisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam mengatur 

pencatatan perkawinan?  

3. Bagaimana pandangan Hakim mengenai isbat nikah? 

4. Bagaimana pandangan hakim mengenai KHI dalam pasal 7 mengenai 

isbat nikah? 

5. Masih relefankah isbat nikah dilakukan pada saat ini? 
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LAMPIRAN: 2 

TERJEMAHAN 

No Halaman Footnote Terjemah 

    

BAB I 

1 2 4 Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah 

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu 

dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 

di antaramu rasa kasih dan saying. Sungguh, 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir. 

2 13 27 Diceritakan dari Ahmad bin Muni diceritakan 

dari Yazid bin Harun, telah memberikan kabar 

Isa bin Maymun al-Ansari dari Kasim bin 

Muhammad dari aisyah Rasulullah SAW berkata 

“sebarkanlah erita pernikahan jadikanlah 

dimasjid dan pukulah gendang” Abu Isa 

mengatakan dalam bab ini hadis ini adalah garib 

hasan dan Isa bin Maymun al-Ansari 

menganggap dlaif  dan Isa bin Maymun al-

Ansari yangmeriwayatkan dari Abi Najah al-

Tafsir menganggap hadis ini adalah siqah 
3 13 28  “ tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Dalam 

hadis Abi Ishaq dari Burdah dari Musa tidak 

mengucapkan dan saksi kecuali Abu Bilal al-

Asy’ari dari Qays Abi Musa 

4 13 29 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang-piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

5 15 34 Kemaudaratan harus dihilangkan 

6 15 35 Apabila terjadi pertentangan antara dua 

mafsadat, maka mafsadat yang paling besar 

harus dilindungi dengan melakukan mafsadat 

yang lebih kecil 

7 18 42 Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus 

didasarkan kepada kemaslahatan mereka 

    

BAB II 

8 23 3 Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah 

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu 

dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 

di antaramu rasa kasih dan saying. Sungguh, 
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pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir. 

9 24 4 Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-

istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 

anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 

memberimu rezeki dari yang baik. 

10 24 6 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih 

membujang di antara kamu, dan juga orang-

orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika 

mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan 

kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah 

maha luas (pemberian-nya), maha mengetahui. 

11 28 14 Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya 

Radiyallahu’anhu bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: “ tidak sah nikah kecuali dengan wali.” 

Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadis sahih 

menurut Ibun al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu 

Habban, sebagian menilai hadis mursal. 

    

BAB IV 

12 69 1 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang-piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

13 69 2 Kemaudaratan harus dihilangkan 

14 70 3 Apabila terjadi pertentangan antara dua 

mafsadat, maka mafsadat yang paling besar 

harus dilindungi dengan melakukan mafsadat 

yang lebih kecil 

15 70 4 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil 

Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

16 71 5 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil 

Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

17 71 6 Kemaudaratan harus dihilangkan 

18 71 7 Apabila terjadi pertentangan antara dua 

mafsadat, maka mafsadat yang paling besar 

harus dilindungi dengan melakukan mafsadat 

yang lebih kecil 

19 72 8 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil 

Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

20 72 9 Kemaudaratan harus dihilangkan 

21 72 10 Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus 
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didasarkan kepada kemaslahatan mereka 

22 73 11 Apabila terjadi pertentangan antara dua 

mafsadat, maka mafsadat yang paling besar 

harus dilindungi dengan melakukan mafsadat 

yang lebih kecil 

23 73 12 Apabila terjadi pertentangan antara dua 

mafsadat, maka mafsadat yang paling besar 

harus dilindungi dengan melakukan mafsadat 

yang lebih kecil 

24 74 13 Kemaudaratan harus dihilangkan 

25 74 14 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil 

Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

26 74 15 Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus 

didasarkan kepada kemaslahatan mereka 

27 75 16 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil 

Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

28 75 17 Kemaudaratan harus dihilangkan 

29 75 18 Apabila terjadi pertentangan antara dua 

mafsadat, maka mafsadat yang paling besar 

harus dilindungi dengan melakukan mafsadat 

yang lebih kecil 

30 76 19 Kemaudaratan harus dihilangkan 

31 76 20 Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus 

didasarkan kepada kemaslahatan mereka 

33 77 21 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil 

Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

    

BAB V 

34 92 1 Kemaudaratan harus dihilangkan 

35 92 2 Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil 

Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
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Lampiran 3 

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN 

AGAMA BANTUL TERHADAP ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI 

1. Analisis secara normatif 

No Nama Hakim Pendapat Hakim Normatif 

1 1. Drs. H. Abd. Rasyid. 

A., M.H 

 

pencatatan perkawinan 

sangatlah penting, karena 

dengan adanya 

pencatatan perkawinan 

bisa melindungi hak dan 

kewajiban antar suami 

dan istri. 

 الضسز يزال 

2 Drs. Akhbarudin, MSI Adanya isbat nikah 

adalah untuk 

menghilangkan 

kemadlaratan 

  ٳذا تعازض هفسدتاى

زو عي أعظوهوا 

ضسزا بازتكاب 

 أخفهوا

3 2. Ahsan Dawi, S.H., 

S.H.I., M.S.I. 

 

Pencatatan perkawinan 

adalah kehaursan, karena 

Undang-Undang 

mengatur dengan 

demikian 

  يٲ يهّا الرّيي ءاهنىا

أطيعىا الله و اطيعىا 

السّسىل وٲولى 

 الٲهس هنكن... الخ

4 Yuniati Faizah, S.Ag, 

S.H, M.S.I 

Pencatatan perkawinan 

dan isbat nikah adalah 

untuk menghilangkan 

kemadlaratan 

 الضسز يزال 

5 3. Dra. Rosmaliah, S.H., 

MSI 

 

Perkawinan yang tidak 

dicatatkan akan 

menimbulkan 

kemadlaratan, sehingga 

Undang-Undang 

mengatur pencatatan 

perkawinan  

 الضسز يزال 

6 4. Dra. Marfu’ah 

 

Jika patuh terhadap 

Undang-Undang akan 

menghasilkan dampak 

yang positif 

  الٳهام على تصسف

السعية هنىط 

 بالوصلحة
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2. Analisi Yuridis 

No Nama Hakim Pendapat Hakim Yuridis 

1 1. Drs. H. Abd. Rasyid. 

A., M.H 

 

Dengan adanya 

pencatatan perkawinan 

maka perkawinan 

tersebut akan diakui oleh 

negara 

Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 6  ayat (2) 

 

2 2. Drs. Akhbarudin, MSI  

 

Orang yang melakukan 

nikah sirri bisa 

mengajukan isbat nikah 

pasal 7 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam 

3 3. Ahsan Dawi, S.H., 

S.H.I., M.S.I. 

 

Perkawinan sudah sah 

jika dilakukan menurut 

perturan agama masing-

masing, akan tetpi 

sebagai warga Indonesia 

harus mencatatkan 

perkawinan di KUA 

pasal 2 ayat (1) dan (2)  

Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 

4 4. Yuniati Faizah, S.Ag, 

S.H, M.S.I  

 

Sesuatu yang sakral 

harus dilakukan dengan 

sakral pula dan 

mengikuti peraturan yang 

berlaku di Indonesia. 

Sehingga pencatatan 

perkawinan itu adalah 

keharusan 

pasal 2 ayat (1) dan (2)  

Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 

5 5. Dra. Rosmaliah, S.H., 

MSI 

 

Perkawinan akan sah 

apabila dilakukan 

menurut aturan masing-

masing agama, akan 

tetapi warga Indnesia 

harus mencatatkan 

perkawinannya di KUA, 

dan apabila tidak 

mencatatkannya maka 

dapat mengajukan isbat 

nikah 

pasal 2 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 

 

pasal 7 ayat (3) 

Kompilasi Hukum Islam 

6 6. Dra. Marfu’ah 

 

Perkawinan itu harus 

dicatatkan di KUA dan 

apabila tidak dicatatkan 

dapt mengajukan sibat 

nikah di Pengadilan 

Agama 

pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang No. 1 Tahun 

1974 

pasal 7 ayat (3) 

Kompilasi Hukum Islam 
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Lampiran 4 

BIOGRAFI ULAMA 

1.                  

Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama  b  

 an  ah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 

H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam   m m  b  

 an  ah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh 

berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat  an 

s t rusn a   an    mu ian  ii uti o  h u ama-u ama s su ahn a   m m  b  

 an  ah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum 

muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan 

ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab. 

 

2.            

M  i  ibn  nas bin Ma i  bin ‘Āmr a -Asbahi atau Malik bin Anas lahir di 

Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia 

adalah pakar ilmu fiqih dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa’, dan dalam 

penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia 

menunjukan kepada 70 ahli fiqih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 

hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa’ lebih dari seribu orang, karena itu 

naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang 

terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin 

Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. 

 

3.              
 b    b u   h Muhamma  bin   r s a -Sh  i‘  atau Muhammad bin Idris asy-

S a i‘i yang akrab dipanggil  m m S   i‘  dalah seorang mufti besar Sunni Islam 

dan juga pendiri mazhab S   i‘ . Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa 

 m m S   i‘  lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula 

yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar 

tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula,  m m S   i‘  lahir pada 

tahun 150 H.  m m S   i‘  juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk 

dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim 

yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun,  m m S   i‘  pergi ke 

Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu  m m M  i . Dua tahun 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kufah
http://id.wikipedia.org/wiki/Irak
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijriyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
http://id.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijriyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
http://id.wikipedia.org/wiki/Madzhab
http://id.wikipedia.org/wiki/Fiqih
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat
http://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
http://id.wikipedia.org/wiki/714
http://id.wikipedia.org/wiki/800
http://id.wikipedia.org/wiki/Fiqih
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Muwaththa%27&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Muwaththa%E2%80%99&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mufti
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunni
http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaza
http://id.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asqalan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rasulullah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Muththalib
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muththalib_bin_%27Abd_al-Manaf&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_bin_%27Abd_al-Manaf
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
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kemudian ia juga pergi ke Irak untu  b r uru pa a muri -muri   m m  ana   di 

sana.  m m S   i‘  mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab S   i‘ , yaitu 

namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. 

 

4.                       
Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin 

Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang 

ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di 

Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang 

pertama kali dikuasai adalah al-Qur’an hin  a ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga 

mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah 

tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu 

pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia 

pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara 

lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan 

zuhud.  bu Zur’ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah 

dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah 

m n h mbus an napas t ra hirn a  i pa i hari Jum’at b rt patan   n an tan  a  

 ua b  as Rabi’u   wwa  241 H pa a umur 77 tahun  J nazah b  iau  iha iri 

delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan. 

 

5. Ibnu Hajar al-'Asqalani 

Ibnu Hajar al-'Asqalani (773 H/1372 M - 852 H/1449 M) adalah seorang ahli 

hadits dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin 

Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud 

bin Ahmad bin Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani 

dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, 

Palestina. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Fathul Bari 

(Kemenangan Sang Pencipta), yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik 

Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang 

paling detail yang pernah dibuat. 

Semangat dalam menggali ilmu ditunjukkannya dengan tidak 

mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi dengan melakukan rihlah 

(perjalanan) ke banyak negeri. Negeri-negeri yang pernah disinggahi dan tinggal 

disana, di antaranya: 

 Dua tanah haram (Al-Haramain), yaitu Makkah dan Madinah. Ia tinggal di 

Makkah al Mukarramah dan shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 

http://id.wikipedia.org/wiki/Irak
http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
http://id.wikipedia.org/wiki/Teologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
http://id.wikipedia.org/wiki/Afganistan
http://id.wikipedia.org/wiki/Iran
http://id.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://id.wikipedia.org/wiki/Irak
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijaz
http://id.wikipedia.org/wiki/Yaman
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Zur%27ah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
https://id.wikipedia.org/wiki/Ashkelon
https://id.wikipedia.org/wiki/Fathul_Bari
https://id.wikipedia.org/wiki/Syarh
https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Bukhari
https://id.wikipedia.org/wiki/Shahih_Bukhari
https://id.wikipedia.org/wiki/Rihlah
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785 H. Yaitu pada umur 12 tahun. Dia mendengarkan Shahih Bukhari di 

Makkah dari Syaikh al-Muha  its ‘  i u  in an-Naisaburi al-Makki. Dan 

Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukan haji dan 

umrah. 

 Damaskus, Di negeri ini, dia bertemu dengan murid-murid ahli sejarah 

 ari  ota S am   bnu ‘ sa ir  Dan  ia m nimba i mu  ari  bnu Mu aqqin 

dan al-Bulqini. 

 Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, 

Ramlah dan Ghuzzah. Dia bertemu dengan para ulama di tempat-tempat 

tersebut dan mengambil manfaat. 

 Shan’a  an b b rapa  ota  i Yaman  an m nimba i mu  ari m r  a  

Perjalanan ini dilakukan oleh al-Hafizh untuk menimba ilmu, dan mengambil 

ilmu langsung dari ulama-ulama besar. Sehingga dikenal Ibnu Hajar memiliki 

banyak guru yang besar dan masyhur. 

Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya dia mencapai 

lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadits, 

secara riwayat dan dirayat. Di antarakarya tulis Ibnu Hajar tersebut: 

 Fathul Bari 

 Ad-Durar al-Kaminah, kamus biografi tokoh-tokoh abad ke-8 

 Tahdzib at-Tahdzib 

 Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, kamus biografi sahabat nabi. 

 Bulughul Maram 

 Al-Isti'dad Liyaumil Mii'aad 

 Nukhbatul Fikr, (tentang Musthalah hadits) 

 

6. Jalaluddin as-Suyuthi 

Jalaluddin as-Suyuthi gelar lengkapnya Abdurrahman bin Kamaluddin 

Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-

Syafi'i al-Asy'ari; lahir 1445 (849H) - wafat 1505 (911H)) adalah seorang ulama 

dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Imam 

Suyuthi dalam kitabnya yang berjudul Khusn al-Muhadlarah menyebutkan bahwa 

ia mendapatkan ijazah dari setiap guru yang didatanginya, yaitu mencapai 150 

ijazah dari 150 orang guru. Di antaraguru-gurunya tersebut, ia berguru pada Al-

Bulqini sampai wafatnya, juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al-

Manaawi. 

Semasa hidupnya, Imam Suyuthi menulis banyak buku tentang berbagai 

hal, seperti hadits, Al-Quran, bahasa, hukum Islam, dan lainnya. Berikut adalah 

beberapa karya tulisnya yang terkenal: 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Imam_As-Sakhawi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Fathul_Bari
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahdzib_at-Tahdzib&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulughul_Maram
https://id.wikipedia.org/wiki/Nukhbatul_Fikr
https://id.wikipedia.org/wiki/1445
https://id.wikipedia.org/wiki/1505
https://id.wikipedia.org/wiki/Cendekiawan_muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-15
https://id.wikipedia.org/wiki/Kairo
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
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1. Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, kitab tafsir yang menjelaskan bagian-bagian 

penting dalam ilmu mempelajari al-Qur'an 

2. Tafsir al-Jalalain, yang ditulis bersama Jalaluddin al-Mahalli 

3. Jami' ash-Shagir, merupakan kumpulan hadits-hadits pendek 

4. Al-Asybah wa an-Nazhair, dalam ilmu qawa'id fiqh 

5. Syarh Sunan Ibnu Majah, merupakan kitab yang menjelaskan kitab hadits 

sunan ibnu majah 

6. Al-Asybah wa an-Nazhair, dalam ilmu nahwu 

7. Ihya'ul Mayyit bi Fadhaili Ahlil Bait 

8. Al-Jami' al-Kabir 

9. Al-Hawi lil Fatawa 

10. Al-Habaik fi Akhbar al-Malaik 

11. Ad-Dar al-Mantsur fi at-Tafsir bil Ma'tsur 

12. Ad-Dar al-Muntatsirah fi al-Ahadits al-Musytahirah 

13. Ad-Dibaj 'ala Shahih Muslim bin al-Hajjaj 

14. Ar-Raudh al-Aniq fi Fadhli ash-Shadiq 

15. Al-'Urf al-Wardi fi Akhbari al-Mahdi 

16. Al-Gharar fi Fadhaili 'Umar 

17. Alfiyatu as-Suyuthi 

18. Al-Kawi 'ala Tarikh as-Sakhawi 

19. Al-La āli' al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah 

20. Al-Madraj ila al-Mudraj 

21. Al-Mazhar fi Ulum al-Lughah wa Anwa'uha 

22. Al-Mahdzab fimā Waqa'a fi al-Qur'ān min al-Mu'rab 

23. Asbāb Wurud al-Hadits 

24. Asrār Tartib al-Qur'ān 

25. Anmudzaj al-Labib fi Khashāis al-Habib 

26. Irsyad al-Muhtadin ilā Nashrati al-Mujtahidin 

27. I'rāb al-Qur'ān 

28. Ilqām al-Hajar liman zakā sāb Abi Bakr wa 'Umar 

29. Tārikh al-Khulafā' 

30. Tahdzir al-Khawash min Ahadits al-Qashash 

31. Tuhfatu al-Abrār binakti al-Adzkār an-Nawawiyyah 

32. Tadrib ar-Rāwi fi Syarhi Taqrib an-Nawāwi 

33. Tazyin al-Mamālik bi Manaqib al-Imām Mālik 

34. Tamhid al-Farsy fi al-Khishāl al-Maujibah li Zhil al-'Arsy 

35. Tanwir al-Hawalik Syarh Muwaththa' Mālik 

36. Tanbih al-Ghabiyy fi Tibra'ati Ibni 'Arabi 

37. Husnu al-Muhādharah fi Akhbār Mishr wa al-Qāhirah 

38. Durr as-Sihābah fiman dakhala Mishr min ash-Shahābah 

39. Dzam al-Makas 

40. Syarh as-Suyuthi 'ala Sunan an-Nasā'i 

41. Shifatu Shāhibi adz-Dzauqi 'Aini al-Ishābah fi Ma'rifati ash-Shahābah 

42. Kasyf 

43. As-Salim 

44. Thabaqāt al-Huffādz 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_al-Jalalain
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalaluddin_al-Mahalli
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jami%27_ash-Shagir&action=edit&redlink=1
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45. Thabaqat al-Mufassirin 

46. 'Uqudul Jimān fi 'ilmi al-Ma'āni wa al-Bayān 

47. 'Uqudu az-Zabarjid 'ala Musnad al-Imām Ahmad fi I'rāb al-Hadits 

48. Al-Mughthi fi Syarhi al-Muwaththa' 

49. Lubb al-Lubbāb fi Tahrir al-Ansāb 

50. Al-Bāb al-Hadits 

51. Al-Bāb an-Nuqul fi Asbāb an-Nuzul 

52. Mā Rawāhu al-Asāthin fi 'Adami al-Maji'i ilā as-Salāthin 

53. Musytahā al-Uqul fi Muntaha an-Nuqul 

54. Mathla' al-Badrain fiman Yu'ti Ajruhu Marratain 

55. Miftāhu al-Jannah fi al-I'tishām bi as-Sunnah 

56. Miftahamāt al-Aqrān fi Mubhamāt al-Qur'ān 

57. Nazham al-Aqyān fi A'yān al-A'yān 

58. Ham'u al-Hawami' Syarhu Jam'u al-Jawami' 

59. At-Tahadduts bi Ni'matillah 

60. Mu'jam al-Mu'allafāt as-Suyuthi 

61. Fahrusat Mu'allafātii 

62. Al-Fāruq baina Al-Mushanif wa as-Sariq 

63. Thibb an-Nufus 

64. Nawadhir al-Ayak fi Ma'rifati al-Niyak 

65. Ar-Rahmah fi ath-Thibbi wa al-Hikmah 

7. Wahbah al-Zuhaili 

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, 

Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar 

Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan 

cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-

Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan 

cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. 

Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-

Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-

undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah 

Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah 

Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada 

tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah 

Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: 

Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular 

Antarabangsa". 

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik 

(Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 

1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam 

Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di 

seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, 

Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau 
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juga merupakan Pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. 

Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam 

kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam 

Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang 

kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam 

dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik. 

Dalam bidang Akidah, Dr. Wahbah mempertahankan Ahli Sunnah Wal 

Jamaah yang terdiri daripada kelompok Asyairah dan Maturidiah. Menurut beliau 

mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) 

adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut 

pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. 

Menurut beliau juga, sambutan Maulidurrasul adalah diharuskan. Selain itu, 

beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk bertawasul kepada Nabi dan para 

wali. Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun beliau 

berpendapat Salafi, Wahabi tidak kafir. Walau bagaimana pun, banyak pandang-

pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang beliau tidak persetujui. 

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah: 

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin. 

2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. 

3. Usul al-Fiqh al-Islami . 

4. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence. 

5. al-'Alaqat al-Dawali fi al-Islam. 

6. al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen. 

7. al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah. 

8. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam. 

9. Asl Muqaranit al-Adyan. 

10. Al-`Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati. 

11. Tafsir al-Munir. 

12. Al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar 

13. Al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar 

14. al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar 

15. al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki 

8. Khoirudin Nasution 

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., dilahirkan di Simangambat, 

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. B  iau a a ah  uru b sar Fa u tas S ari’ah  an 

Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Karya beliau antara lain : Status Wanita di Asia Tenggara:Studi Terhadap 

Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia 

(2002), Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim 

(2004), dan Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan 
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Materi & Status Perkawinan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim 

(2009). 

Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita 

R.I sebagai penulis terbaik di bidang wanita (1995), dan dari  Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terprodukti (2003).  

9. Neng Djubaidah 

Neng Djubaidah terlahir dari pasangan Muhammad Jamani dan Eni Zainab. Neng 

melanjutkan pendidikan di SMP 2 Putri Muhammadiyah Yogyakarta. Bahkan saat 

sekolah di SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta, Neng bersama kawannya 

melakukan demonstrasi menentang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). 

Lulus dari SMA, Neng melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada hingga meraih gelar sarjana muda satu. Neng daftar di Fakultas 

Hukum UI kelas sore. Neng diminta oleh dosennya, Habibah Daud untuk 

mengajar di Universitas Indonesia. Ketika Neng menempuh S2 di FH UI tahun 

2001, guru besarnya Prof Tahir Azhari aktif sebagai Ketua Komisi Hukum MUI. 

Neng diminta untuk membantu di MUI, akhirnya menjadi Sekretaris Komisi 

Hukum. Pada saat yang sama, MUI baru saja mengeluarkan Fatwa Pornografi dan 

Pornoaksi. Neng langsung ditunjuk untuk menjadi tim penyusun RUU APP (Anti 

Pornoaksi dan Pornografi). Selain menulis buku yang berjudul Pencatatan 

Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia 

dan Hukum Islam, beberapa jurnal karyanya diantaranya Alat Bukti Zina dan 

Kedudukan Perempuan dalam Perkara Cerai di Lingkungan Peradilan Agama 

(Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. XI, Tahun 2000, Mei-Juni), 

Kewenangan Mengadili Perkara Mengenai Pelaksanaan Zakat (Tinjauan atas UU 

No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) (Dimuat dalam Jurnal Hukum 

No. 44, Tahun 1999, September-Oktober), Analisis Yurifrudensil Tentang Cerai 

Talak (Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 14, Tahun 1994), Pelaksanaan 

Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Muslim di Indonesia Suatu Harapan 

(Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 40, Tahun 1998, November-

Desember). 
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Lampiran 5 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 6 

SURAT BUKTI WAWANCARA 
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LAMPIRAN 7 

FOTO-FOTO PENULIS BERSAMA HAKIM-HAKIM PENGADILAN 

AGAMA BANTUL 

Penulis bersama Bapak Ahsan Dawi dan Ibu Yuniati Faizah 

 Penulis bersama Ibu Marfu’ah 
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Penulis bersama Bapak Abd. Rasyid. A. 
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Penulis bersama Bapak Akhbarudin 
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Lampiran 8 

CURRICULUM VITAE 

 

Nama   : Akhmad Faisal Amin 

Tempat Tgl/ Lahir : 10 Desember 1994 
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Jawa Tengah  

Nama Orang Tua 

 Ayah  : Sugeng 

Ibu  : Khayatun 
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 Ibu  : Wiraswasta 
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